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A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki pengalaman historis yang panjang
terkait dengan kejadian penularan penyakit secara luas (wabah) dimasa lalu
seperti kolera, pes, dan influenza. Dewasa ini terhitung mulai 31 Desember
2019 sampai dengan pertengahan Juni 2020, bahkan waktunya bisa sampai
akhir 2020 atau bisa jadi lebih lama lagi, masyarakat Indonesia mengalami
peristiwa penularan penyakit secara luas atau yang disebut wabah yang
disebabkan oleh munculnya satu jenis penyakit menular baru yang disebut
dengan Corona virus 2019. Corona virus adalah keluarga besar virus yang
menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum Pernah
diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini
dinamakan Sars-Cov-2.1

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar
luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan
untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada
yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis
bentuknya misalnya seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah
(PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Wali Kota (PERWALI),
dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan surat
yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijkaan yang tidak tertulis
bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan

dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. 2

! Darmin Tuwu,Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, Journal
Publicuho Vol.3. No.2 (Mei-Juli, 2020), Hal.268
2 1bid Hal.268-269



Tak hanya dari pemerintah, dari kalangan organisasi masyarakat,
komunitas dan perkumpulan lainnya juga tak mau kalah untuk membuat
himbauan maupun surat edaran yang berisi protokol kesehatan bagi
anggota-anggotanya agar tetap bisa melakukan kegiatan sebagaimana
mestinya dengan tidak mengabaikan peraturan yang ada. Dimana himbauan
dan surat edaran yang dibuat juga tentunya merujuk pada peraturan-
peraturan atau kebijakan pemerintah yang telah ada. Contohnya yaitu Surat
Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
05/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi
dan Dampak COVID-19. Ada lagi yaitu Maklumat Pimpinan Pusat
‘Aisyiyah Tentang Penanganan COVID-19. Fatwa MUI Nomor 31 tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah
Penularan Wabah COVID-19, Tertanggal 4 Juni 2020.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk
mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijkakan merupakan instrumen
pemerintah, bukan saja dalam arti government (pemerintah) yang hanya
menyangkut aparatur negara, tetapi juga governance (pemerintahan) yang
menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijkan pada intinya
merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam,
finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Banyak definisi mengenai
kebijakan publik, banyak para ahli memberi penekanan pada pembuatan
keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang
dianggap akan membawa dampak baik bagi warga negaranya. Untuk
diketahui bahwa kepemimpinan tidak cukup untuk dimiliki oleh seorang
aktor atau elit negara atau daerah karena setiap kebijakan nya adalah
bagaimana kebijakan itu diterapkan. Termasuk implementasi kebijakan
pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di

Indonesia. 2
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Bukanlah suatu hal yang mudah bagi pihak pemerintah untuk
membuat suatu kebijakan, terlebih lagi dimasa pandemi seperti sekarang ini
yang tentunya terjadi tiba-tiba dan tanpa adanya persiapan yang matang.
Perlu waktu yang tidak sebentar pula untuk merumuskannya agar tetap
sejalan dengan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat karena diperlukan
adanya kegiatan analisis terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan. Serta
banyaknya hal-hal yang harus dipertimbangkan agar tidak tumpang tindih
dan tidak merugikan tentunya terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara lainnya. Mengingat pandemi saat ini banyak mempengaruhi
aspek negara dan bangsa dan saling berkaitan, sehingga tetap harus berhati-
hati dalam membuat kebijakan.

Semua kebijakan pemerintah yang telah dibuat belum tentu
sempurna dan sudah di implementasikan dengan baik. Maka perlu dilakukan
adanya peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut salah satunya
dalah dengan menggunakan Magashid Syariah. Salah satu konsep penting
dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam islam adalah konsep
magashid syariah yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan
dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Adapun ruh dari konsep
magashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus
menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak

kemudharatan. *

Magashid syariah merupakan rumusan lima (5) tujuan hukum islam
yang digunakan untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di
khirat. Dengan jalan mengambil atau melakukan hal-hal yang bermanfaat
dan mencegah atau meninggalkan hal-hal yang akan membawa kepada
kemudharatan yaitu berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di

akhirat kelak. Sehingga dapat di katakana bahwa tujuan hukum islam yang

4 Musolli, Magashid Syariah:Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,Universita
Nurul Jadid Paiton Probolinggo, At-Turas volume V No.1 (Januari-Juni,2018), Hal. 62



sebenarnya adalah kemaslahatan hidup umat manusia manusia baik jasmani

maupun rohani, Individu dan sosial.®

Secara terperinci, Magashid Syariah terdiri dari penjagaan agama,
penjagaan jiwa, penjagaan keturunan, penjagaan harta hingga penjagaan
akal. Magashid Syariah merupakan panduan seseorang untuk mencapai
kemaslahatan serta menjauhi kerusakan dalam kehidupannya. Sangat
sepakat jika wabah Covid-19 sekarang ini merupakan bagian dari kerusakan
yang tengah terjadi didunia ini. Tanpa bermaksud mengucilkan, Corona
virus tersebut telah mengubah drastis kehidupan normal masyarakat dunia.
Implementasi Magashid Syariah dalam menghadapi Covid-19 ini. Dari sisi
penjagaan agama, bagi yang sehat kita diminta untuk lebih dekat kepada
Allah SWT dan meningkatkan ibadah kepada-

Nya terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, dimana harus lebih banyak
dirumah. Salah satu pertimbangan dalam salah satu fatwa Majelis Ulama
Indonesia adalah penggunaan Kkaidah ‘al-dararu yuzalu’ atau
menghilangkan bahaya. Dalam hal ini, bahaya yang dimaksud adalah
bahaya penularan Covid-19 yang terjadi dari manusia ke manusia.®

Terkait dengan Surat keputusan Bersama yang dibuat oleh empat (4)
Kementrian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dengan
Nomor  03/KB/2020,  Nomor 612  Tahun 2020,  Nomor
HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ maka akan dianalisis
menggunakan Konsep Maqgashid Syari’ah khususnya pada Konsep Menjaga
Agama, Menjaga Akal dan Menjaga Jiwa. Di khususkan demikian karena
substansi dari Surat Keputusan Bersama yang dianalisis lebih banyak
mengarah kepada bagaimana jiwa (keselamatan dan kesehatan masyarakat)

dijaga agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19, tidak

5 Aulia Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum
Kewarisan, Pustaka Baru Press, (Yogyakarta: 2017)

® Mohamad Deny Irawan, Refleksi Magashid Syariah dalam Penanganan Wabah
Covid19,Gontornews.com, diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 21.30 WIB



lagi menambah jumlah kasus positif COVID-19. Juga menjaga akal, dalam
artian pendidikan di Indonesia harus tetap berjalan demi mencerdaskan
kehidupan bangsa walaupun terhalang wabah. Dan satu lagi yaitu menjaga
agama, dimana pelaksanaan ibadah di tempat umum maupun Sekolah dan

perguruan tinggi berbasis islam harus memenuhi protokol yang ada.

Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah tentang sistem
pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam SKB Panduan
Pembelajaran TA 2020/2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah tentang sistem
pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam SKB Panduan
Pembelajaran TA 2020/2021 Pada Masa Pandemi COVID-19
ditinjau dari konsep Magashid Syari’ah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep sistem pendidikan
nasional dalam bingkai kebijakan pemerintah di masa pandemi berupa
Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada
Masa Pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan konsep
Magashid Syariah terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi berupa
Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada
Masa Pandemi COVID-19

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pikiran untuk perkembangan ilmu hukum

khususnya hukum islam, yaitu terkait dengan penerapan Magashid Syariah



yang jarang orang melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang
dibuat dan dikeluarkan untuk menghadapi masa pandemi.
2. Manfaat Praktis

a. Dapat mengetahui perspektif hukum islam terkait dengan
penerapan kebijakan pemerintah berupa Surat Keputusan Bersama
Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada Masa Pandemi
COVID-19 terhadap konsep Magashid Syariah

b. Dapat mengetahui kemampuan penulis di dalam
menerapkan atau mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Pemikiran

Keadaan suatu Surat Keputusan Magashid
satuan pendidikan Bersama Panduan Syari’ah
yang harus ditutup Penyelenggaraan 1. menjaga
untuk mencegah ‘ Pembelajaran TA agama
penyebaran virus 2020/2021 dan Tahun - 2. menjaga
di wilayah atau Akademik 2020/2021 jiwa
lingkungan Dimasa Pandemi 3. menjaga akal
pendidikan COVID-19

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini

adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif bertujuan
untuk memecahkan masalah dengan melakukan Kajian terhadap
studi dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder serta
menggunakan analisis kualitatif dengan cara menjelaskan data-data

yang ada dengan sebuah pernyataan dan bukan dengan angka.’

7 |dtesis,2013,Pengertian Penelitian Hukum Normatif, https://www.idtesis.com , dikases pada
tanggal 28 Maret 2021 pukul 20.44 WIB
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Upaya memperoleh data sekunder tersebut dilakukan dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku,
serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang kemudian
diteruskan dengan melakukan analisis terhadap kasuskasus yang
terjadi pada anak-anak yang kurang atau tidak memperoleh hak
pendidikan dimana menjadi sumber utama dalam penelitian ini.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian
diskriptif. Yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional yang
baru dirancang oleh pemerintah dalam menghadapi masa pandemi
COVID-19. Juga memberikan gambaran tentang kesesuaian atau
sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan konsep magashid syariah
sebagai salah satu tolok ukur kemaslahatan hidup manusia baik
rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
yaitu data sekunder. Yakni data-data yang diperoleh dari bahan
hukum primer dan sekunder. 8 yang rinciannya yaitu:

i Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum
primer yaitu:
1 Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran
Tahun Angkatan 2020/2021 Pada Masa Pandemi
COVID-19
2 Buku-buku tentang konsep Magqashid syari’ah dan
Hukum Islam

ii Bahan Hukum Sekunder

8 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono,2004,Metode Penelitian Hukum,Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Hal.8



F.

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu
sumber data yang diperoleh langsung dari jurnal-jurnal,
literatur, dokumen-dokumen, buku-buku dan juga hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dan juga relevan dengan
masalah sistem pendidikan nasional, analisi kebijakan
pemerintah, dan konsep magashid syariah.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi
kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder
dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur,
dokumen, buku-buku, Peraturan PerUndang-Undangan dan
juga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang
akan diteliti.

Metode Analisis Data

Metode dengan data-data yang sudah terkumpul
kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif
kualitataif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan hasil
penelitian terlebih dahulu yang kemudian dicocokkan

dengan teori yang ada.®

Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagi berikut:

BAB I berupa Pendahuluan, yang di dalamnya memuat mengenai uraian

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il berupa tinjauan Pustaka, yang isinya memuat tinjauan umum

tentang di masa pandemi, tinjauan umum tentang sinkronisasi Surat Keputusan
Bersama Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada Masa Pandemi COVID-

® Soerjono Soekanto,2008,Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: Universitas Indonsia

(UlPress),Hal.5



19 dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tinjauan umum
tentang Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada
Masa Pandemi COVID-19 yang dilihat dari konsep
Magqashid Syari’ah

BAB 111 berupa hasil penelitian dan pembahasan, didalamnya memuat

uraian tentang jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan

BAB IV berupa penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian dan

juga saran .

Daftar Pustaka



